
i 
 

SKRIPSI 

 

AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN 

DALAM PUTUSAN NO.573/PID.B/2020/PN.SBY 

 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

ERWIN LUKITO SETIAWAN 

NIM 02117034 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 

2021 



ii 
 

HALAMAN JUDUL 

AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN 

DALAM PUTUSAN NO.573/PID.B/2020/PN.SBY 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya 

 

 

Disusun Oleh : 

ERWIN LUKITO SETIAWAN 

NIM : 02117034 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

2021 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN

 



iv 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 



v 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 



vi 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 



vii 
 

LEMBAR PENGUJI SKRIPSI 

 



viii 
 

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI 

 



ix 
 

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 



x 
 

SURAT TUGAS BIMBINGAN SKRIPSI 

 



xi 
 

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI 

 



xii 
 

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

 



xiii 
 

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI PROPOSAL 

 

 



xiv 
 

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI 

 



xv 
 

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI 

 



xvi 
 

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI 

 



xvii 
 

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI 

 



xviii 
 

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI NASKAH SKRIPSI 

 



xix 
 

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI 

 



xx 
 

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI 

 



xxi 
 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 



xxii 
 

KATA PENGANTAR 

  

 Puji syujur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah 

memampukan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perpajakan Dalam Putusan 

No.573/Pid.B/2020/Pn.Sby” sebagi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Narotama. 

 Kemudian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga 

penulis yang telah mendukung, mendorong, dan memberi semangat penulis untuk 

dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi ini. Selain itu, penyusunan 

skripsi ini juga mendapat bimbingan, masukan, kerjasama, dukungan dari beberapa 

pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bambang Arwanto, SH, MH sebagai Kepala Prodi Sarjana Hukum Universitas 

Narotama 

2. Dr Rusdianto Sesung, SH MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Narotama 

3. M. Yusron MZ, SH, MH sebagai dosen pembimbing terkait dengan penulisan 

dan penyusunan skripsi ini 

4. Segenap pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Narotama 

5. Pihak lainnya yang secara langsung dan tidak langsung membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 



xxiii 
 

 Akhir kata, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam skripsi ini 

penulis mohon agar dapat diberikan masukan atau nasehat kepada penulis agar 

skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

Surabaya, Februari 2021 

 

 

Erwin Lukito Setiawan 



xxiv 
 

ABSTRAK 

 

 

Tindak pidana dalam bidang perpajakan diatur secara khusus dalam Bab VIII 

Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP). Secara khusus, ditinjau dari aspek material 

ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak atau pihak lainnya yang secara bersama-sama melakukan tindak 

pidana perpajakan adalah dalam Pasal 38, 39, 39A, dan Pasal 43 UU KUP. 

Ketentuan dalam UU KUP yang mengatur mengenai perluasan pihak-pihak selain 

Wajib Pajak yang juga dapat dipidana akibat melakukan tindak pidana perpajakan 

merupakan penerapan ajaran penyertaan sebagaimana dijumpai dalam KUHP yaitu 

secara khusus Pasal 55, 56, 57 KUHP. Secara umum, pembagian bentuk-bentuk 

penyertaan dalam UU KUP sama dengan pembagian bentuk-bentuk penyertaan 

yang diatur dalam KUHP yaitu adanya pihak yang melakukan (pleger), pihak yang 

menyuruh melakukan (doen pleger), pihak yang turut serta melakukan 

(medepleger), pihak yang menganjurkan (uitlokker), dan pihak yang membantu 

(medeplichtige). Namun demikian, UU KUP tidak membahas lebih lanjut mengenai 

kualifikasi serta pertanggungjawaban pidana atas masing-masing bentuk 

penyertaan tersebut. UU KUP hanya secara umum mengatur bahwa ketentuan 

pidana dalam Pasal 39 dan Pasal 39A berlaku juga bagi pihak-pihak lainnya yang 

melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, 

berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP maka ketentuan-ketentuan penyertaan 

yang diatur dalam KUHP diberlakukan dalam tindak pidana perpajakan sepanjang 

tidak ditentukan lain atau diatur secara khusus oleh UU KUP. Dengan demikian, 

penentuan kualifikasi terdakwa sebagai kelompok para pembuat (mededader) atau 

kelompok pembuat pembantu (medeplichtige) menjadi krusial karena 

pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada kedua kelompok tersebut 

juga berbeda. 

 

Kata kunci: tindak pidana perpajakan, ajaran penyertaan, pertanggungjawaban 

pidana penyertaan pajak 
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ABSTRACT 

  

 

Criminal acts in the field of taxation are specifically regulated in Chapter VIII of 

Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last 

amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UU KUP). Specific from 

material aspects, the provisions governing tax crimes committed by taxpayers or 

other parties who jointly commit taxation crimes are in Articles 38, 39, 39A, and 

Article 43 of the KUP Law. The provisions in the KUP Law governing the expansion 

of parties other than taxpayers who can also be convicted of committing a tax crime 

are the application of the inclusion concept as found in the Criminal Code, 

specifically Articles 55, 56, 57 of the Criminal Code. In general, the classification 

of inclusion concept in the KUP Law is similar to the one regulated in the Criminal 

Code, namely the party who pleaded (pleger), the party ordered to do the criminal 

act (doen pleger), the party participated in the criminal act (medepleger), the party 

advised to do the criminal act (uitlokker), and those who provide assistance for the 

criminal act (medeplichtige). However, the KUP Law does not discuss further the 

qualifications and criminal liability for each of these classification of inclusion 

concep. The KUP Law only generally regulates that the criminal provisions in 

Article 39 and Article 39A also apply to other parties who commit taxation crimes 

together. Therefore, based on the provisions of Article 103 of the Criminal Code, 

the concept of inclusion stipulated in the Criminal Code are applied in taxation 

crimes if they are not stipulated otherwise or are specifically regulated by the KUP 

Law. Thus, the determination of the qualifications of the defendant as a group of 

makers (mededader) or group of supporters (medeplichtige) is crucial because the 

criminal responsibility imposed on the two groups is also different. 

 

Keywords: tax crime, concept of inclusion, tax inclusion criminal liability 
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